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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1    Latar Belakang 
Ruang terbuka hijau atau RTH berdasarkan Permen PU nomor 5 tahun 
2008 merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok penggunaannya 
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tumbuh secara alamiah atau 
sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau (RTH)  dapat diklasifikasikan berdasarkan 
pada kepemilikan, fungsi, pola  dan strukturnya. Berdasarkan pada pasal 29 UU 
Penataan Ruang, ruang terbuka hijau dibedakan berdasar pada kelas kepemilikan, 
dibagi menjadi RTH Pablik dan RTH Privat. Mengacu pada undang-undang 
nomor 26 tahun 2007dikatakan bahwa RTH Pablik merupakan RTH yang dimiliki 
dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan 
masyarakat secara umum sedangkan RTH Privat merupakan RTH yang 
penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, 
perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang 
oleh pemerintah kabupaten/kota, kecuali provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah 
Provinsi. Penyediaan ruang terbuka hijau disuatu wilayah merujuk pada undang-
undang No. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, pasal 29 ayat 1 dan 2 
disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 
30% dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau pablik pada wilayah 
kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. 
Dalam pengadaan atau penyediaan RTH disuatu kabupaten/kota juga harus 
memperhatikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang berlaku. RTRW 
merupakan merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari suatu wilayah 
kota. Berdasarkan undang-undang No. 26, tentang Penataan Ruang 2007, Hal 
tersebut merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, yang juga berisi kebijakan, 
tujuan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, 
arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, 
penetapan kawasan strategis kota, serta ketentuan pengendalian pemanfaatan 
ruang wilayah kota. Secara lebih rinci RTRW kabupaten/kota diatur dalam 
Permen PU Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan rencana tata 
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ruang wilayah kabupaten. Pengadan atau penyediaan RTH yang mengacu pada 
RTRW akan menciptakan pembangunan yang seimbang dan memberikan manfaat 
bagi masyarakat sekitar. 
Mengetahui pentingnya peranan RTH dalam suatu wilayah maka 
ketersediaan ruang terbuka hijau harus diperhatikan baik dalam tingkat provinsi, 
kebupaten ataupun tingkat kota, salah satunya adalah Kota Klaten yang berada di 
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kota Klaten berdasarkan pada Peraturan Daerah 
Kabupaten Klaten No. 11 Tahun 2011 terdiri atas Kecamatan Klaten Utara, Klaten 
Tengah, dan Klaten Selatan tergabung ke dalam wilayah Klaten Kota banyak 
mengalami pembangunan yang memanfaatkan lahan yang tersedia. Penyebab 
pembangunan yang terus terjadi di Kota Klaten ini disebabkan oleh beberapa 
faktor seperti jumlah penduduk yang tinggi, luas wilayah yang sempit serta karena 
Kota Klaten menjadi pusat pendidikan, ekonomi maupun pemerintahan untuk 
Kabupaten Klaten. Kecamatan Klaten Selatan memiliki luas area 14,43 Km2, 
Kecamatan Klaten Tengah 8,92 Km2, dan Kecamatan Klaten Utara dengan luas 
10,38 Km2 (BPS, 2018). Akibat dari jumlah penduduk yang tinggi serta luas area 
yang tidak begitu besar maka menimbulkan tingkat kepadatan penduduk cukup 
tinggi, Kecamatan Klaten Selatan memiliki tingkat kepadatan penduduk 3.082 
jiwa/km2, Klaten Tengah  4.501 jiwa/km2, dan Klaten Utara 4.564 jiwa/km2 (BPS, 
2018).  
Pembangunan yang terjadi di Kota Klaten tidak hanya berupa rumah atau 
hunian serta perumahan saja, namun juga beberapa fasilitas umum. Pembangunan 
fasilitas umum ini ada yang memanfaatkan sawah yang masih aktif menghasilkan 
padi, hutan kota, ataupun tanah milik perseorangan. Seperti Gambar 1.1 berikut, 
perluasan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 
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   
              9 Juli 2012    10 Juli 2019 
Gambar 1.1 Kenampakan Perluasan Gedung RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten. 
Sumber: Google Earth. 
 Pembangunan yang dilakukan dalam rangka perluasan RSUP dr. Soeradji 
Tirtonegoro Klaten ini dilakukan di atas beberapa lahan sawah milik perseorangan 
yang telah dibeli pihak rumah sakit sebelumnya. Adapula pembangunan pasar 
buah yang dilakukan di atas lahan hutan kota seperti Gambar 1.2 berikut. 
   
9 Juli 2012     10 Juli 2019 
Gambar 1.2 Kenampakan Perubahan Penggunaan Lahan Menjadi Pasar 
Buah Sungkur, Klaten. 
Sumber: Google Earth. 
 Pembangunan Pasar Buah Sungkur, Kecamatan Klaten Tengah dilakukan 
di atas lahan yang berfungsi sebagai hutan kota. Walaupun hanya sebagian kecil 
hutan kota yang digunakan, tetap saja mengurangi luas hutan kota yang telah 
tersedia sebelumnya. Contoh berikutnya yaitu pembagunan gedung baru SMP N 2 
Klaten seperti Gambar 1.3 berikut. 
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10 Juli 2019 
Gambar 1.3 Kenampakan Perubahan Penggunaan Lahan Menjadi Gedung 
SMP N 2 Klaten 
Sumber: Google Earth. 
 Pembangunan SMP N 2 Klaten dilakukan pada bulan November 2011 dan 
selesai pada 2016 ini dilakukan atas lahan seluas 33.360 meter2. Pembangunan ini 
dilakukan guna mendukung fasilitas belajar mengajar di mana SMP N 2 Klaten 
sendiri sudah menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sehingga 
harus menyedikan fasilitas yang lengkap pada satu lingkungan sekolah. Saat ini 
pihak SMP 2 Klaten juga telah membeli sawah yang berlokasi di seberangnya, 
sawah ini direncanakan akan digunakan sebagai akses jalan agar lebih mudah 
dijangkau lokasinya.  
Pembangunan yang terus terjadi dan tentu menggunakan lahan yang 
tersedia akan mempengaruhi luas ruang terbuka hijau yang ada sebelumnya. 
Keberadaan ruang terbuka hijau disuatu kota cukup penting dilihat dari fungsi dan 
manfaat yang diberikan. Sesuai dengan pasal 3 Permen PU No. 5 Tahun 2008 
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tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dikawasan 
perkotaan bertujuan untuk (a) menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan 
resapan air, (b) menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan 
antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan 
masyarakat, (c) meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana 
pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. 
Melihat pentingnya ketersediaan ruang terbuka hijau disuatu wilayah serta adanya 
pembangunan yang terus terjadi maka perlu adanya pengawasan ataupun evaluasi. 
Pengawasan terhadap ketersediaan RTH dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem Informasi Geografis 
merupakan suatu jenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memasukkan, 
mengolah, menampilkan, memanipulasi, dan meghasilkan output informasi 
beserta atribut-atributnya (Prahasta, 2009). Pemanfaatan Sistem Informasi 
Geografis guna mendapatkan suatu informasi spasial maupun geografis salah 
satunya untuk mengetahui luasan ruang terbuka hijau yang tersedia pada suatu 
area serta mengetahui posisinya apakah sudah sesuai dengan RTRW yang telah 
ditetapkan. Citra resolusi tinggi dapat digunakan sebagai media guna memperoleh 
informasi kenampakan objek di lapangan tanpa perlu melakukan pengecekan 
secara langsung ke lokasi. Salah satu citra resolusi tinggi yang dapat dimanfaatkan 
adalah citra SPOT 7. 
Dalam penelitian ini hanya objek RTH pablik saja yang akan dikaji 
dikarenakan ketersediaan data citra yang memiliki resolusi spasial tinggi, namun 
untuk mengkaji RTH privat seperti pekarangan rumah atau kantor serta taman 
pada atap bangunan akan sulit dilakukan karena objek tersebut memiliki luas area 
yang kemungkinan besar tidak terekam oleh citra. Berdasarkan pada penjelasan di 
atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Ketersediaan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pablik Di Kota Klaten Dan Kesesuaiannya 
Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)”. 
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1.2    Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mengambil beberapa pertanyaan 
ilmiah sebagai berikut: 
1. Begaimanakah agihan ruang terbuka hijau publik di Kota Klaten? 
2. Bagaimanakah ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota 
Klaten? 
3. Bagaimanakah keterkaitan RTH publik dengan RTRW Kota Klaten? 
1.3    Tujuan 
         Tujuan yang akan didapatkan berupa: 
1. Analisis agihan ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Klaten. 
2. Mengevaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Klaten. 
3. Menganalisis keterkaitan RTH publik dengan RTRW Kota Klaten. 
1.4    Kegunaan Penelitian 
         Manfaat yang akan diperoleh berupa: 
1. Memberikan informasi untuk warga Kota Klaten ataupun pemerintah 
terkait mengenai ketersediaan RTH publik serta manfaatnya untuk 
lingkungan. 
2. Memberikan masukan terhadap pemerintah terkait RTH publik disuatu 
wilayah yang ketersediannya ataupun letaknya belum sesuai dengan 
aturan yang ada. 
1.5    Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 
1.5.1 Telaah Pustaka 
1. Ruang Terbuka Hijau 
Menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka hijau 
merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok penggunaannya 
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tumbuh secara alamiah 
atau sengaja ditanam. Di dalam undang-und.ang nomor 26 tahun 2007 tentang 
penataan ruang, perencanaan tata ruang kota harus memuat rencana 
penyadiaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya 
sebesar 30% dari luas wilayah kota.  
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Ruang terbuka hijau memiliki banyak manfaat sesuai  pada Permen PU 
nomor 5 Tahun 2008 fungsi ruang terbuka hijau dibedakan seperti Tabel 1.1 di 
bawah ini. 
Tabel 1.1.Fungsi Ruang Terbuka Hijau 
INTRINSIK EKSTRINSIK 
- Memberi jaminan pengadaan 
RTH menjadi bagian dari 
sistem sirkulasi udara (paru-
paru kota). 
- Pengatur iklim mikro agar 
sistem sirkulasi udara dan air 
secara alami dapat 
berlangsung lancar. 
- Sebagai peneduh. 
- Produsen oksigen. 
- Penyerap air hujan. 
- Penyedia habitat satwa. 
- Penyerap polutan media 
udara, air dan tanah. 
- Penahan angin. 
 Fungsi sosial dan budaya: 
- Menggambarkan ekspresi budaya lokal. 
- Merupakan media komunikasi warga kota. 
- Tempat rekreasi. 
- wadah dan objek pendidikan, penelitian, 
dan pelatihan dalam mempelajari alam. 
 Fungsi ekonomi: 
- Sumber produk yang bisa dijual, seperti 
tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur 
- Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, 
perkebunan, kehutanan dan lainlain. 
 Fungsi estetika: 
- Meningkatkan kenyamanan, 
memperindah lingkungan kota baik dari 
skala mikro: halaman rumah, lingkungan 
permukimam, maupun makro: lansekap 
kota secara keseluruhan. 
- Menstimulasi kreativitas dan        
produktivitas warga kota. 
- Pembentuk faktor keindahan arsitektural. 
- Menciptakan suasana serasi dan seimbang 
antara area terbangun dan tidak 
terbangun. 
Sumber: Permen PU No. 5 Tahun 2008 
A. Macam-macam Ruang Terbuka Hijau 
Macam ruang terbuka hijau dapat dibedakan berdasarkan pada 
tipologinya. Berdasarkan pada tipologinya ruang terbuka hijau dibedakan 
menurut fisik, fungsi, struktur serta berdasarkan pada kepemilikannya. 
Pembaagian jenis ruang terbuka hijau berdasarkan pada tipologinya dapat 
dilihat pada Gambar 1.4 berikut ini. 
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Gambar 1.4 Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Tipologinya 
Sumber: Permen PU No. 5 Tahun 2008 
Berdasar pada gambar di atas dapat diketahui bahwa RTH berdasarkan fisiknya 
dibedakan menjadi RTH alami dan RTH non-alami, berdasarkan fungsinya RTH 
dibedakan fungsi ekologis, sosial/budaya, arsitektur dan ekonomi. Ruang terbuka 
hijau (RTH) berdasarkan struktur ruang dapat dibedakan berdasarkan pola 
ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang 
mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan, sedangkan RTH berdasar 
kepemilikannya dibedakan menjadi RTH publik dan RTH privat. Adapun 
pembagian RTH publik dan RTH privat ditampilkan pada Tabel 1.2 di bawah ini.. 
Tabel 1.2 Kepemilikan Ruang Terbuka Hijau. 
NO JENIS RTH PUBLIK RTH PRIVAT 
1. RTH Pekarangan   
 a. Pekarangan rumah tinggal  V 
 b. Halaman perkantoran, 
pertokoan,  dan  tempat 
usaha 
 V 
 c. Taman atap bangunan  V 
2. RTH Taman dan Hutan Kota   
 a. Taman RT V V 
 b. Taman RW V V 
 c. Taman kelurahan V V 
 d. Taman kecamatan V V 
 e. Taman kota   
 f. Hutan kota V  
 g.    
 h. Sabuk hijau (green belt) V  
3. RTH Jalur Hijau Jalan   
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NO JENIS RTH PUBLIK RTH PRIVAT 
 a. Pulau jalan dan median jalan V V 
 b. Jalur pejalan kaki V V 
 c.    
 d. Ruang di bawah jalan layang V  
4. RTH Fungsi Tertentu   
 a. RTH sempadan rel kereta 
api 
V  
 b. Jalur hijau jaringan listrik 
tegangan tinggi 
V  
 c. RTH sempadan sungai V  
 d. RTH sempadan pantai V  
 e. RTH pengamanan sumber 
air baku/mata air 
V 
 
 f. Pemakaman V  
Sumber: Permen PU No. 5 Tahun 2008 
Catatan: taman lingkungan yang merupakan RTH privat adalah taman 
lingkungan yang dimiliki oleh orang perseorangan/masyarakat/swasta yang 
pemanfaatannya untuk kalangan terbatas. 
Hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan ruang terbuka hijau adalah 
luasannya yang harus mengacu pada undang-undang yang menyebutkan bahwa 
proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas 
wilayah kota, dan proporsi untuk ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota 
paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. 
 
 
 
 
RTH (30%) = RTH Publik (20%) + RTH Privat (10%) 
Luas RTH = Luas RTH Publik + Luas RTH Privat 
Prosentase RTH (%) =  x 100% 
(Sumber : Nirwono, dkk  2011) 
 
 
RTH 30% 
RTH Publik 20% RTH Privat 10% 
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B. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan. 
Pada peraturan menteri PU nomor 5 tahun 2008 dikatakan bahwa 
penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dibedakan menjadi 
tiga  parameter, yaitu: 
 Berdasarkan luas wilayah.. 
Penyediaan ruang terbuka hijau berdasar pada luas wilayah 
dikawasan perkotaan adalah sebagai berikut: 
- Ruang terbuka hijau diperkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH 
privat. 
- Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% 
yang terdiri dari  20%  ruang  terbuka  hijau  publik  dan  10%  terdiri  
dari  ruang  terbuka  hijau  privat. 
- Apabila  luas  RTH  baik  publik  maupun  privat  di  kota  yang  
bersangkutan  telah  memiliki  total  luas  lebih  besar  dari  peraturan  
atau  perundang-undangan  yang berlaku, maka proporsi tersebut harus 
tetap dipertahankan keberadaannya.  
Ketentuan luas ruang terbuka hijau sebesar 30% merupakan ukuran 
minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik 
keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat (iklim 
suatu daerah dalam skala kecil), maupun sistem ekologis lain yang 
dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan 
masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. 
Target ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari total luas 
wilayah kota dapat dicapai secara bertahap. 
 Berdasarkan Jumlah Penduduk. 
Penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan pada jumlah 
penduduk dilakukan dengan cara mengalikan antara jumlah 
penduduk yang ada di dalam suatu area dengan standar luas RTH 
per-kapita sesuai dengan aturan yang berlaku. Peraturan penyediaan 
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ruang terbuka hijau disuatu kota berdasarkan pada jumlah 
penduduknya dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini: 
Tabel 1.3 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk. 
No Unit Tipe RTH Luas minimal/ Luas minimal/ Lokasi 
  Lingkungan  unit (m2) kapita (m2)  
1 250 jiwa Taman RT 250 1,0 di tengah 
     lingkungan RT 
2 2500 jiwa 
Taman 
RW 
1.250 0,5 di pusat kegiatan 
     RW 
3 30.000 Taman 9.000 0,3 Dikelompokan 
 Jiwa Kelurahan   dengan sekolah/ 
     pusat kelurahan 
  Taman 24.000 0,2 Dikelompokan 
4 120.000 Kecamatan   dengan sekolah/ 
 Jiwa    pusat kecamatan 
  Pemakaman disesuaikan 1,2 Tersebar 
5 
480.000 
jiwa 
Taman Kota 144.000 0,3 
Dipusat wilayah/ 
Kota 
Hutan Kota Disesuaikan 4,0 
Di dalam/ kawasan 
pinggiran 
Untuk 
fungsi-
fungsi 
Tertentu 
Disesuaikan 12,5 
Disesuaikan 
dengan kebutuhan 
Sumber: Permen PU No. 5 Tahun 2008. 
 Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu. 
Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau 
pengamanan, sarana dan  prasarana  sebagai contoh untuk  
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melindungi  kelestarian  sumber  daya  alam,  pengaman  pejalan  
kaki  atau  membatasi  perkembangan  penggunaan  lahan  agar  
fungsi  utamanya tidak teganggu. Ruang terbuka hijau yang masuk 
dalam kategori ini meliputi jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur 
hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH   kawasan   perlindungan   
setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan 
RTH pengamanan sumber air baku/mata air (Permen PU No. 5 
Tahun 2008). 
2. Ruang Terbuka Hijau Publik 
Ruang terbuka hijau (RTH) publik merupakan salah satu jenis RTH yang 
dibedakan pada kelas kepemilikiannya sesuai dengan gambar 4 di atas. RTH 
publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah 
kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum 
(Permen PU No. 5 Tahun 2008). Ruang terbuka hijau publik terdiri dari beberapa 
jenis seperti di bawah ini: 
 Taman rukun tetangga (RT). 
Taman rukun tetangga (RT) merupakan taman yang ditujukan 
untuk melayani penduduk dalam lingkup satu RT, khususnya untuk 
melayani kegiatan sosial dilingkungan RT tersebut. Luas taman ini 
minimal 1m2 per penduduk RT, dengan luas minimal 250m2. Lokasi 
taman berada pada radius kurang dari 300m dari rumah-rumah penduduk 
yang dilayani.  
Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 
70% - 80% dari luas taman. Pada taman ini selain ditanami dengan 
berbagai tanaman, juga terdapat minimal tiga pohon pelindung dari jenis 
pohon kecil atau sedang (Permen PU No. 5 Tahun 2008). 
 Taman rukun warga (RW) 
Taman rukun warga (RW) dapat disediakan dalam bentuk taman 
yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan 
remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya 
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dilingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal 0,5m2 per penduduk 
RW, dengan luas minimal 1.250m2. Lokasi taman berada pada radius 
kurang dari 1000m dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya.  
Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 
70% - 80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang 
diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas.  Pada taman ini 
selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat 
minimal sepuluh pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang 
(Permen PU No. 5 Tahun 2008). 
 Taman kelurahan. 
RTH kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang 
ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu kelurahan tersebut. Luas 
taman ini minimal 0,30m2 per-penduduk kelurahan, dengan luas minimal 
taman sebesar 9.000m2. Lokasi taman berada di dalam wilayah kelurahan 
yang bersangkutan.  
Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 
80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang 
diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman 
tersebut selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga 
terdapat minimal 25 (duapuluhlima) pohon pelindung dari jenis pohon 
kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (limapuluh) 
pohon pelindung dari jenis  pohon kecil atau sedang untuk jenis taman 
pasif (Permen PU No. 5 Tahun 2008). 
 Taman kecamatan. 
RTH kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman yang 
ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu kecamatan tersebut. Luas 
taman ini minimal 0,2m2 per-penduduk kecamatan, dengan luas taman 
minimal 24.000m2. Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang 
bersangkutan.  
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Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 
80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang 
diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini 
selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat 
minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau 
sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari 
jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif (Permen PU No. 5 
Tahun 2008).   
 Hutan kota. 
Hutan kota merupakan komunitas vegetasi berupa pohon dan 
asosiasinya yang tumbuh dilahan kota dan sekitarnya, berbentuk jalur, 
menyebar atau bergerombol (menumpuk), strukturnya meniru 
(menyerupai) hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan bagi 
kehidupan satwa liar dan menimbulkan lingkungan sehat, suasana nyaman, 
sejuk dan estetis (Zoer`aini Djamal Irwan, 1994). Menurut Guntoro 
(2011), sebuah Taman Kota yang baik seharusnya dapat memenuhi 5 
fungsi dasar, yaitu : 
a. Fungsi Hidrologi : berperan dalam hal penyerapan air dan 
mereduksi potensi banjir sebuah kawasan perkotaan. 
b. Fungsi Ekologi : sebagai habitat flora dan fauna dan pengendali 
iklim mikro. 
c. Fungsi Kesehatan : sebagai penjaga kualitas lingkungan kota.  
d. Fungsi Rekreasi : sebagai tempat berolah raga dan rekreasi bagi 
keluarga yang mempunyai nilai sosial, ekonomi, dan edukatif. 
e. Fungsi Estetika : sebagai elemen visual keindahan kota. 
Sedangkan untuk bentuk RTH, hutan kota dapat berbentuk seperti: 
- Bergerombol atau menumpuk  hutan kota dengan komunitas 
vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi  
minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan. 
- Menyebar  hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk 
tertentu, dengan luas minimal 2500m. Komunitas vegetasi tumbuh 
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menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun  atau gerombol-
gerombol kecil. Luas area yang ditanami tanaman (ruang  hijau) 
seluas 90%  -  100% dari luas hutan kota. 
- Berbentuk jalur  hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur 
mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain 
sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30m. 
Berdasarkan pada strukturnya, hutan kota dapat dibedakan menjadi: 
- Hutan kota berstrata dua  merupakan hutan kota yang hanya 
memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan pepohonan dan rumput. 
Pola tanam hutan kota strata dua dapat dilihat pada Gambar 1.5 di 
bawah ini. 
 
Gambar 1.5 Pola Tanam Hutan Kota Strata Dua 
Sumber: Permen PU No. 5 tahun 2008. 
Berdasar pada Gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa pola tanam hutan 
kota strata dua tidak memiliki variasi vegetasi yang banyak, hanya ada 
rumput, pohon tahunan dan juga RTH jalan. 
- Hutan kota berstrata banyak, merupakan hutan kota yang memiliki 
komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan 
rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam 
tidak beraturan. Pola tanam hutan kota strata banyak dapat dilihat 
pada Gambar 1.6 di bawah ini.  
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Gambar 1.6 Pola Tanam Hutan Kota Strata Banyak 
Sumber: Permen PU No. 5 tahun 2008. 
 Berdasar Gambar 1.6 di atas dapat diketahui bahwa pola tanaman hutan 
kota strata banyak memiliki variasi vegetasi yang beragam disesuaikan dengan 
kebutuhan untuk lingkungan dan juga memperhatikan fasilitas di sekitarnya 
seperti permukiman dan jalan. 
 Sabuk hijau (green belt). 
Sabuk hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah 
penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan 
(batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu 
dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan 
dari faktor lingkungan sekitarnya (Permen PU No. 5 tahun 2008). 
Berdasarkan pada Permen PU No. 5 tahun 2008, sabuk hijau dapat berupa: 
- RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan 
lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai 
pembatas atau pemisah. 
- Hutan kota. 
- Kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada 
sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan 
hukum, dipertahankan keberadaannya. 
Fungsi sabuk hijau bagi lingkungan cukup banyak, berdasar pada 
Permen PU No. 5 tahun 2008 sabuk hijau memiliki fungsi: 
- Peredam kebisingan. 
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- Mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energi 
matahari. 
- Penapis cahaya silau. 
- Mengatasi penggenangan  Daerah rendah dengan drainase yang 
kurang baik sering tergenang air hujan yang dapat mengganggu 
aktivitas kota serta menjadi sarang nyamuk. 
- Penahan angin  Untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi 
sebagai penahan angin perlu diperhitungkan beberapa faktor yang - 
meliputi panjang jalur, lebar jalur. 
- Mengatasi intrusi air laut  RTH hijau di dalam kota akan 
meningkatkan resapan air, sehingga akan meningkatkan jumlah air 
tanah yang akan menahan perembesan air laut ke daratan. 
- Penyerap dan penepis bau. 
- Mengamankan pantai dan membentuk daratan. 
- Mengatasi penggurunan. 
 Pulau jalan dan median jalan. 
Jenis RTH berdasarkan pada jalur hijau jalan dapat dibedakan 
menjadi dua, salah satunya adalah pulau jalan dan median jalan. Menurut 
Permen PU No. 5 Tahun 2008, RTH pulau jalan erbentuk oleh geometris 
jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan 
median berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau 
lebih. Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman. Pulau 
jalan dan median jalan yang berbentuk taman/RTH debedakan menjadi: 
- Pada jalur tanaman tepi jalan. 
- Peneduh. 
- Penyerap polusi udara. 
- Peredam kebisingan. 
- Pemecah angin. 
- Pembatas pandang. 
- Median jalan. 
- Penahan silau lampu kendaraan. 
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- Pada persimpangan jalan. 
Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam 
penyelesaian lansekap jalan pada persimpangan, antara lain: 
- Daerah bebas pandang di mulut persimpangan. 
- Pemilihan jenis tanaman pada persimpangan. 
- Jalur pejalan kaki. 
Ruang pejalan kaki merupakan ruang yang disediakan bagi pejalan 
kaki baik pada sisi kanan maupun kiri jalan atau di dalam taman. Menurut 
Permen PU No. 5 Tahun 2008, ruang pejalan kaki yang dilengkapi dengan 
RTH harus memenuhi hal-hal sebagai berkut: 
- Kenyamanan. 
- Orientasi berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada 
lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks 
lingkungan yang lebih besar. 
- Kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang 
dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat 
fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki 
harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat. 
- Karakter fisik. 
- Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan 
budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, 
warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan.  
- Kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan disetiap tempat 
umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi 
cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau 
berjalan lebih dari 400 m. Contoh pola tanaman RTH jalur pejalan 
kaki dapat dilihat pada Gambar 1.7 berikut. 
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Gambar 1.7 Pola Tanam RTH Jalur Pejalan Kaki 
Sumber: Permen PU No. 5 tahun 2008. 
Aturan mengenai ruang pejalan kaki yang lebih lengkap dan 
terperinci dapat dilihat lebih lanjut pada Kepmen PU No.468/KPTS/1998 
tanggal 1 desember 1998 tentang persyaratan teknis aksesiblitas pada 
bangunan umum dan lingkungan. 
 Ruang di bawah jalan layang. 
Berdasarkan pada Permen PU No. 5 tahun 2018, penyediaan ruang 
terbuka hijau di bawah jalan layang memiliki tujuan sebagai berikut: 
- Sebagai area resapan air. 
- Agar area di bawah jalan layang tertata rapi, asri, dan indah. 
- Menghindari kekumuhan dan lokasi tuna wisma. 
- Menghindari permukiman liar. 
- Menutupi bagian-bagian struktur jalan yang tidak menarik. 
- Memperlembut  bagian/struktur bangunan yang berkesan kaku. 
Tanaman yang dipilih untuk digunakan pada ruang bawah jalan 
layang sebaiknya merupakan tanaman yang tidak terlalu banyak 
membutuhkan air, tanaman sepanjang tahun, tidak begitu besar mengingat 
ruang yang tersedia tidak begitu luas. 
 RTH sempadan rel kereta api. 
Ruang terbuka hijau pada sempadan rel kereta api sebenarnya 
memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan 
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masyarakat dengan jalan rel kereta api. Oleh karena itu penyediaan RTH 
di sempadan rel kereta api harus sesuai dengan aturan seperti pada Tabel 
1.4 agar kegiatan manusia tidak menganggu jalur kera api maupun 
sebaliknya. 
Tabel 1.4 Lebar Garis Sempadan Rel Kereta Api. 
Jalan rel kereta api terletak di: 
Obyek 
Tanaman Bangunan 
Jalan rel kereta api lurus ˃ 11 meter ˃ 20 meter 
Jalan rel kereta api 
belokan/Lengkunagan 
Lengkungan dalam 
Lengkungan Luar 
 
 
 
˃ 23 meter 
˃ 11 meter 
 
 
 
˃ 23 meter 
˃ 11 meter 
 Sumber: Permen PU No. 5 tahun 2008. 
Sempadan rel kereta api yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH 
harus memiliki kreteria seperti di bawah ini: 
- Garis sempadan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel 
terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus. 
- Garis sempadan rel kereta api yang terletak di tanah  timbunan 
diukur dari kaki tanggul. 
- Garis sempadan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur 
dari puncak galian tanah. 
- Garis sempadan rel kereta api yang terletak pada tanah datar d 
iukur dari as jalan rel kereta api 
- Garis sempadan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23m 
diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam peralihan jalan 
lurus ke jalan lengkung di luar as jalan harus ada jalur tanah yang 
bebas, yang secara berangsur–angsur melebar dari  jarak  lebih  
dari 11m sampai lebih dari 23m. Pelebaran tersebut dimulai pada 
jarak 20m di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi 
sampai jarak lebih dari 11m. 
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- Garis sempadan rel kereta api yang memiliki kreteria pertama di 
atas tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah 
galian yang dalamnya 3,5m. 
- Garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara rel kereta api 
dengan jalan raya adalah 30m dari as jalan rel kereta api pada titik 
perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara 
berangsur–angsur menuju pada jarak lebih dari 11m dari as jalan 
rel kereta api pada titik 600m dari titik perpotongan as jalan kereta 
api dengan as jalan raya. 
 Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi. 
Lebar sempadan jaringan tenaga listrik yang dapat digunakan 
sebagai RTH menurut Permen PU No. 5 tahun 2008 adalah sebagai 
berikut: 
- Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64m yang  
ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik. 
- Ketentuan jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dan 
SUTET dengan tanah dan benda lain ditetapkan seperti pada Tabel 
1.5 berikut: 
Tabel 1.5 Tabel Jarak Bebas Minimum SUTT dan Sutet. 
No Lokasi 
SUTT SUTET 
SUTM SUTR 
Saluran Kabel 
66 
KV 
150 
KV 
500 KV SKTM SKTR 
1 
Bangunan 
Beton 
20 m 20 m 20 m 2,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 
2 
Pompa 
bensin 
20 m 20 m 20 m 2,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 
3 
Penimbuna
n bakar 
50 m 20 m 50 m 2,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 
4 Pagar 3 m 20 m 3 m 2,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 
5 
Lapangan 
terbuka 
6,5 
m 
20 m 15 m 2,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 
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No Lokasi 
SUTT SUTET 
SUTM SUTR 
Saluran Kabel 
66 
KV 
150 
KV 
500 KV SKTM SKTR 
6 Jalan raya 8 m 20 m 15 m 2,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 
7 pepohonan 
3,5 
m 
20 m 8,5 m 2,,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 
8 
Bangunan 
tanah 
3,5 
m 
20 m 8,5 m 20 m 20 m 20 m 20 m 
9 
Rel kereta 
api 
8 m 20 m 15 m 20 m 20 m 20 m 20 m 
Sumber: Permen PU No. 5 Tahun 2008. 
Keterangan:  
SUTR  Saluran Udara Tegangan Rendah. 
SUTM Saluran Udara Tegangan Menengah. 
SUTT  Saluran Udara Tegangan Tinggi. 
SUTET  Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi. 
SKTR  Saluran Kabel Tegangan Rendah. 
SKTM  Saluran Kabel Tegangan Menengah. 
 RTH sempadan sungai. 
Garis sempadan sungai menurut Permen PUPR No. 28 Tahun 
2015, merupakan garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang 
ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Sempadan sungai meliputi 
ruang di sisi sebelah kiri dan kanan palung sungai di antara garis 
sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di 
antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. 
Adanya sempadan sungai merupakan upaya agar kegiatan perlindungan, 
penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai 
dapat dilaksanakan sesuai dengan semestinya. Aturan mengenai lebar 
sempadan sungai sesuai dengan Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 seperti 
di bawah ini: 
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- Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan 
perkotaan. 
- Paling sedikit berjarak 10meter dari tepi kiri dan kanan palung 
sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang 
dari atau sama dengan 3meter. 
- Paling sedikit berjarak 15meter dari tepi kiri dan kanan palung 
sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih 
dari 3meter sampai dengan 20meter. 
- Paling sedikit berjarak 30meter dari tepi kiri dan kanan palung 
sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih 
dari 20meter. 
- Sungai tidak bertanggul. 
- Garis sempadan sungai besar (dengan DAS 500 Km2 ˃ ) tidak 
bertanggul di luar kawasan perkotaan, paling sedikit berjarak 100m 
dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. 
- Garis sempadan sungai kecil (dengan DAS 500 Km2 ≤ ) tidak 
bertanggul di luar kawasan perkotaan, paling sedikit 50meter dari 
tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. 
- Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan 
paling sedikit berjarak 3meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang 
alur sungai. 
- Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, 
paling sedikit berjarak 5meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang 
alur sungai. 
 RTH sempadan pantai. 
RTH  sempadan  pantai  merupakan  area pengaman pantai dari 
kerusakan ataupun bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut seperti 
intrusi air laut, erosi, abrasi, tiupan angin kencang serta gelombang 
tsunami. Lebar  RTH  sempadan  pantai  minimal 100meter dari batas air 
pasang tertinggi ke arah darat. Luas area yang ditanami tanaman (ruang 
hijau) seluas 90% - 100% dari total luas area (Permen PU No. 5 Tahun 
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2008). Keberadaan RTH di sempadan pantai harus memenuhi syarat di 
bawah ini: 
- Sesuai dengan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan 
Kawasan Lindung. 
- Tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem 
pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual. 
- Pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, 
erosi, melindungi dari ancaman gelombang pasang, habitat 
liar/alami dan meredam angin kencang. 
- Pemilihan vegetasi mengutamakan vegetasi yang berasal dari 
daerah setempat. 
- RTH pengamanan sumber air baku/mata air. 
Berdasarkan pada Permen PU No. 5 Tahun 2008, RTH sumber air 
meliputi sungai, danau/waduk, dan mata air. Untuk danau  dan waduk, 
RTH terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 
50meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Untuk mata air, RTH 
terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 
200meter di sekitar mata air. Sebagai contoh penanaman pada RTH mata 
air dapat dilihat pada Gambar 1.9 berikut. 
 
Gambar 1.8 Contoh Penanaman Pada RTH Sumber Air Beku dan Mata Air 
Sumber: Permen PU No. 5 Tahun 2008 
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RTH sumber air beku dan mata air berbeda mulai dari posisi penanamannya 
hingga jangkauan penanamannya. RTH pada sumber air beku diposisikan pada batas air 
menyentuh permukaan tanah hingga sejauh 50 meter dan dipilih vegetasi dengan daya 
transpirasi rendah, sedangkan pada RTH mata air vegetasi dapat diletakkan pada 
permukaan sumber mata air hingga sejauh 200 meter ke kanan dan  ke kiri posisi sumber 
mata air, untuk vegetasi yang digunakan adalah vegetasi dengan daya transpirasi rendah. 
 RTH pemakaman. 
Pemakaman yang selama ini hanya dipandang sebagi tempat 
penguburan jenazah sebenarnya memiliki manfaat lain yang juga 
bermanfaat bagi warga sekitar. Manfaat lain tersebut antara lain 
pemakaman dapat berfungsi juga sebagai daerah resapan air, tempat 
pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat 
hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti sumber 
pendapatan. Penyediaan RTH pemakaman harus memeperhatikan 
ketentuan yang ada pada Permen PU No. 5 Tahun 2008 di bawah ini: 
- Ukuran makam 1m x 2m. 
- Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5m. 
- Tiap makam tidak diperkenaankan untuk dilakukan penembokan/ 
pengerasan. 
- Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-
masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat. 
- Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200cm 
dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya. 
- Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi 
antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon 
pelindung. 
- Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan 
minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan 
vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. 
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- Pemilihan vegetasi di pemakaman di samping sebagai peneduh 
juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk 
habitat burung serta keindahan. 
Dalam penataan RTH pemakaman sebaiknya juga memperhatikan 
letak ataupun posisi tanaman yang dipilih agar tidak mengganggu jika ada 
aktifitas di makam tersebut seperti kegiatan berziarah ataupun saat prosesi 
pemakaman. Adapun contoh pola penanaman RTH pada pemakaman 
dapat dilihat pada Gambar 1.9 di bawah. 
 
Gambar 1.9 Contoh Pola Penanaman Pada RTH Pemakaman 
 Sumber: Permen PU No. 5 Tahun 2008  
Berdasar gambar di atas dapat dilihat bahwa letak pohon yang berukuran 
sedang berada pada jalan yang berukuran besar dan pohon kecil diletakkan pada 
jalan di pemakaman yang berukuran lebih kecil hal ini dilakukan agar pohon yang 
difungsikan sebagai RTH pada pemakaman tidak menganggu saat adanya prosesi 
pemakaman maupin saat adanya ziarah. 
3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan rencana tata ruang yang 
bersifat umum dari suatu wilayah kota. Hal tersebut merupakan penjabaran dari 
RTRW provinsi, yang juga berisi kebijakan, tujuan, strategi penataan ruang 
wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, arahan pemanfaatan ruang 
wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, 
serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Rencana Tata 
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Ruang Wilayah (RTRW) diatur dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 
tentang penataaan ruang. Berdasarkan pada undang-undang nomor 26 tahun 2007 
pasal 6 perencanaan penataan ruang harus memperhatikan beberapa aspek sebagai 
berikut: 
1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan 
terhadap berbagai macam bencana alam; 
2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga sumber daya 
buatan. Kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan 
keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi 
sebagai satu kesatuan; serta 
3. Geostrategi, geoekonomi, serta geopolitik. 
Penataan ruang secara umum dilakukan pada tingkat nasional, provinsi serta 
penataan ruang wilaya kabupaten/kota. Cakupan penataan ruang pada tiap jenjang 
berbeda-beda sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang. Adanya 
undang-undang yang berlaku harus dijadikan acuan dalam melakukan 
pembanguanan ataupun pengembangan pada suatu wilayah, seperti penyediaan 
ruang terbuka hijau publik di kabupaten/kota. Sesuai dengan salah satu fungsi 
RTRW kabupaten yang tercantum pada undang-undang nomor 16 tahun 2009 
yaitu sebagai pengendali pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan 
wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, 
pemberian insentif, disinsentif, dan juga pengenaan sanksi. 
Penyediaan ataupun pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) pada suatu 
wilayah juga diatur dalam RTRW yang telah diatur dan disahkan. RTRW yang 
telah disahkan memiliki masa berlaku hingga 20 tahun, dan apabila diperlukan 
akan dilakukan revisi atau peninjauan tiap 5 tahun. Pengaturan tersebut bertujuan 
untuk mendukung keseimbangan pembangunan dan menciptakan lingkungan 
yang nyaman untuk masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pengaturan RTH pada 
RTRW ini meliputi lokasi tata letak serta kegunaannya, sebagai contoh disebagian 
Desa Banyuaeng, Kecamatan Karangnongko, Klaten penggunaan lahan 
eksistingnya adalah pemukiman dan untuk penggunaan lahan RTRW yang telah 
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ditetapkan adalah sempadan sungai (RTH publik). Namun ada pula yang 
penggunaan lahan eksisting sudah sesuai dengan RTRW nya seperti Desa 
Barenglor, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten penggunaan lahan eksistingnya 
adalah tempat industri sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan. 
Guna mencapai pembangunan wilayah sesuai dengan RTRW perlu adanya 
kerjasama berbagai aspek seperti sosialisasi dari pemerintah terkait, kesadaran 
masyarakat untuk mematuhi peraturan, kebutuhan lahan untuk pemukiman yang 
semakin meningkat, harga tanah yang semakin mahal serta lemahnya pengawasan 
terhadap penggunaan atau pembangunan yang berlangsung. 
4. Penginderaan Jauh 
Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memeroleh informasi 
tentang objek, daerah atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh 
dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau 
gejala yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1990). Pengeinderaan jauh banyak 
digunakan untuk meneliti suatu objek guna mendapatkan gambaran lokasi 
maupun kenampakan objek tersebut tanpa harus mengunjungi objek tersebut. 
Seiring bertambahnya waktu, teknologi penginderaan jauh di dunia semakin 
berkembang pesat mulai dari sensor yang digunakan, jarak waktu pengambilan 
data (resolusi temporal) dan tingkat kejelasan (resolusi spasial) hingga wahana 
yang digunakan. 
Produk penginderaan jauh saat ini sangat beragam mulai dari foto udara 
yang memiliki resolusi spasial tinggi dan kuwalitas yang baik dihasilkan oleh 
drone, citra satelit yang memiliki resolusi spasial dan temporal sangat baik, 
sedang maupun rendah juga tersedia sehingga kita lebih leleuasa untuk memilih 
produk yang akan digunakan sesuai dengan tujuan atau kebutuhan kita. 
Kebutuhan akan teknologi penginderaan jauh sudah cukup dirasakan oleh 
beberapa negara didunia, hingga akhirnya mereka meluncurkan sendiri satelit-
satelit yang dapat memenuhi kebutuhan data yang mereka butuhkan.  
Sebagai contoh, dalam bidang sumber daya alam ada satelit ASTER 
(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) milik 
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Amerika dan bekerja sama dengan Jepang, Sentinel milik Uni Eropa dan ERS 
(Earth Resources Satelite) milik Uni Eropa , SPOT 7 (Land Resources Satelite) 
milik Amerika, serta LUNA milik Rusia. Satelit penelitian parker solar milik 
Amerika yang digunakan untuk penelitian matahari, Satelit cuaca NOAA (Tiros-N 
Advance Satelite), GOES, Skaylab dan TIROS (Thermal Infrared Obsevation 
Satelite) milik Amerika. Satelit Meteosat milik Uni Eropa. 
Agar dapat menghasilkan data yang baik, penginderaan jauh memiliki 
beberapa komponen penting yang harus ada seperti sensor, sinar matahari, kondisi 
atmospher ketika perekaman dilakukan, pantulan objek yang dihasilkan dan masih 
banyak lagi. Secara singkat komponen penginderaan jauh dapat dilihat pada 
Gambar 1.10 berikut. 
 
Gambar 1.10 Komponen Penginderaan Jauh 
Sumber: http://www.gispedia.com 
Penginderaan jauh memiliki dua jenis sumber tenaga untuk melakukan 
perekaman objek, yaitu adalah aktif dan pasif. Sistem aktif menggunakan bantuan 
tenaga buatan seperti dalam melakukan perekaman seghingga perekaman objek 
dapat dilakukan kapanpun selama masih memiliki tenaga buatan yang mencukupi. 
Sedangkan sistem pasif hanya dapat melakukan perekaman saat siang hari atau 
saat terkena cahaya matahari karena sistem ini hanya menggunakan sinar matahari 
sebagai tenaga untuk melakukan perekaman objek. 
5. Sistem Informasi Geografis 
Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sejenis perangkat lunak yang dapat 
digunakan untuk memasukkan, menampilkan, memanipulasi, dan juga 
meghasilkan keluaran informasi beserta atribut-atributnya (Prahasta, 2009). 
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Berdasarkan pada pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi 
Geografis memiliki beberapa subsistem seperti data input, data manajemen, data 
manipulasi dan analisis, serta data output (hasil). Data yang diolah dengan SIG 
merupakan data spasial yang memiliki orientasi geografis, artinya memiliki sistem 
koordinat acuan untuk menentukan suatu lokasi. Hal tersebut bagian dari suatu 
referensi yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang bersangkutan tentang 
keruangan. Kemampuan tersebut yang membedakan SIG dengan sistem informasi 
yang lain (Manjela, G. dkk., 2010).  
 Sisitem Informasi Geografis merupakan salah satu sistem yang kompleks 
dan pada umumnya juga terhubung dengan sistem komputer lainnya ditingkat 
fungsional dan jaringan (network). Jika diuraikan, komponen dalam sistem 
informasi geografis yang perlu diketahui (Prahasta, 2005) sebagai berikut: 
1. Perangkat keras (hardware)  komputer, mouse, digitizer, printer, plotter, 
dan scanner yang bisa digunakan untuk pemasukan, pemrosesan, 
penyimpanan, dan penyajian data. 
2. Perangkat lunak (software)  syarat yang harus dipenuhi oleh software 
SIG adalah Database Management System (DBMS), fasilitas untuk 
pemasukan dan manipulasi data geografis, fasilitas untuk query, analisis 
dan visualisasi, dan Graphical User Interface (GUI). 
3. Data  merupakan komponen yang penting dalam SIG, tingkat akurasi 
data dituntut di dalamnya. 
4. Sumberdaya manusia (brainware): merupakan orang atau manusia yang 
mampu menggunakan teknologi SIG untuk tujuan tertentu. Teknologi SIG 
menjadi sangat terbatas kemampuannya jika tidak ada sumberdaya yang 
mengelola sistem dan mengembangkan untuk aplikasi yang sesuai. 
Penggunaan dan pembuat sistem harus saling bekerja sama untuk 
mengembangkan teknologi SIG. 
5. Metode  model atau teknik dalam pemrosesan data menggunakan SIG. 
6. Jaringan  merupakan komponen yang juga wajib dalam SIG. Adanya 
perkembangan teknologi informasi dan jaringan sangat dibutuhkan untuk 
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mempercepat sampainya informasi kepada pihak yang membutuhkan dan 
dapat dilihat SIG tidak hanya bersifat offline namun sudah online dengan 
menggunakan internet seperti WebGIS. 
Adanya Sistem Informasi Geografis saat ini memiliki manfaat yang cukup 
besar dalam berbagai bidang seperti sumber daya alam, pertanian, perencanaan, 
kependudukan, ekonomi, hingga bidang militer. Manfaat SIG tersebut sesuai 
dengan kemampuan aplikasi SIG yang sering disebut 4M atau 4P yaitu 
measurement atau pengukuran, mapping atau pemetaan, monitoring atau 
pemantauan, dan modelling atau pemodelan. Kemampuan aplikasi SIG dapat 
dilihat pada Gambar 1.11 berikut. 
 
Gambar 1.11 Prinsip 4M Dalam SIG 
Sumber: Estes, J. dan Star, J., 1990 
Kemampuan aplikasi SIG yang digunakan dalam penelitian ini adalah measurement 
dan juga mapping. Pemetaan atau mapping  digunakan dalam melakukan digitisasi objek 
RTH publik dalam area kajian sehingga dapat dibedakan dengan objek selain RTH publik 
dan juga untuk menampilkan informasi letak RTH publik dalam area kajian sedangkan 
pengukuran atau measurement digunakan dalam tahapan pengukuran luas RTH publik 
untuk dibandingkan dengan luas area kajian. 
6. Interpretasi Citra Penginderaan Jauh 
Interpretasi merupakan suatu kegiatan untuk mengenali atau 
mengidentifikasi suatu objek yang terekam pada citra penginderaan jauh untuk 
mengetahui arti penting objek tersebut. Interpretasi objek pada citra penginderan 
jauh melalui tiga tahapan yaitu deteksi, identifikasi serta analisa. 
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 Deteksi. 
Deteksi yaitu pengamatan pada suatu objek. Deteksi pada intinya 
adalah untuk menentukan ada atau tidaknya suatu objek pada citra atau 
upaya untuk mengetahui benda atau objek dan gejalanya di sekitar kita 
dengan menggunakan analisa sensor pada penginderaan jauh yang telah 
terekam pada citra atau data yang digunakan. 
 Identifikasi. 
Identifikasi merupakan kegiatan mengkaji serta mengetahui benda 
apakah yang terekam pada citra serta  data yang akan digunakan. Ada 3 
(tiga) ciri utama benda yang tergambar atau terekam pada citra 
berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor yang digunakan yaitu sebagai 
berikut: 
- Spektral  Merupakan ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara 
tenaga elektromagnetik dan benda yang terekam lalu dinyatakan 
dengan rona dan warna. Spektral panjang gelombang yang 
digunakan dalam melakukan perekaman objek akan berpengaruh 
terhadap hasil perekaman yang ditampilkan dapat dilihat pada 
Gambar 1.12 berikut. 
 
Gambar 1.12 Kurva Pantulan Panjang Gelombang 
Sumber: http://www.remote-sensing.net/ 
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- Spasial  Merupakan ciri yang terkait dengan ruang yang 
meliputi bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, dan 
juga asosiasi. 
- Temporal  Merupakan ciri yang terkait dengan umur 
benda atau saat perekaman. 
 Analisis. 
Analisis merupakan penilaian apakah arti penting objek berdasar 
tahapan yang telah dilalui yaitu deteksi serta identifikasi. Tingkat akurasi 
hasil analisis objek pada citra sangat bergantung pada kemampuan atau 
pengalaman interpreter (orang yang melakukan interpretasi), semakin 
berpengalaman seorang interpreter maka hasil analisis akan semakin baik 
atau akurat. Guna mengurangi nilai subjektifitas analisis, maka dalam 
melakukan interpretasi citra digunakan 9 kunci  yaitu rona/warna, ukuran, 
bentuk, tekstur, pola tinggi, bayangan, situs, dan juga asosiasi 
Unsur interpretasi tersebut memiliki kaitan satu sama lain seperti 
tinggi dan bayangan yang saling berhubungan. Beberapa objek pada citra 
langsung dapt dikenali hanya dengan melihat bentuk, pola maupun 
warnanya. Pada Gambar 1.13 berikut merupakan hirarki tahapan kunci 
interpretasi. 
 
  Gambar 1.13 Hirarki Tahapan Kunci Unsur Interpretasi 
Sumber: Sutanto, 1998 
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 Berdasarkan pada gambar di atas dapat diketahui bahwa hal pertama yang 
dapat digunakan segabai kunci interpretasi adalah rona/warna yang tertampil pada 
citra/objek, lalu ukuran, bentuk tekstur dan semakin mengarah kebawah hirarki 
membutuhkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi untuk mengamati. 
a) Rona dan warna. 
Rona dan warna merupakan tingkat kecerahan yang dipantulkan 
oleh objek dan terekam oleh sensor penginderaan jauh. Tingkat kecerahan 
(rona dan warna) yang dihasilkan sangat berkaitan dengan sensor atau 
panjang gelombang yang digunakan, hal ini dikarenakan masing-masing 
objek akan memiliki respon yang berbeda terhadap spektrum panjang 
gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam melakukan perekaman. 
b) Ukuran. 
Ukuran merupakan ciri objek yang ditampilkan pada citra berupa 
jarak, luas, tinggi lereng dan volume objek tersebut. Ukuran objek pada 
citra dinyatakan dalam satuan skala, sehingga ketika memperkirakan 
ukuran suatu objek pada citra sebaiknya mempertimbangkan skala yang 
digunakan pada citra saat melakukan interpretasi.  
c)  Bentuk. 
Bentuk objek yang terekam pada citra merupakan ciri yang jelas 
kenampakannya, sehingga banyak objek yang dapat langsung dikenali 
hanya berdasarkan pada bentuknya saja. Hal ini dikarenakan beberapa 
objek memang memiliki karakteristik bentuk yang sama pada 
kenyataannya, misalnya saja kita dapat mengenali objek stadion atau 
lapangan sepakbola pada citra dari bentuknya yang persegi panjang atau 
bulat serta objek sekolah yang mayoritas berbentuk U, I, kotak ataupun L. 
d) Tekstur. 
Tekstur merupan tingkat halus kasar suatu objek yang nampak 
pada hasil perekaman citra. Tekstur dinyatakan dalam tingkatan halus, 
sedang hingga kasar. Misalnya saja hutan memiliki tekstur kasar serta 
jalan aspal memiliki tekstur halus. 
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e) Pola. 
Pola merupakan kecenderungan bentuk suatu obyek yang terekam 
pada citra. Sebagai contoh pola aliran sungai menandai struktur geologis 
yang membentuknya.  
f) Tinggi dan bayangan. 
Tinggi dan bayangan memiliki keterikatan satu sama lain. Objek 
yang memiliki tinggi tentu akan memiliki bayangan, namun ada atau 
tidaknya bayangan juga bergantung pada waktu dan sudut perekaman 
objek tersebut. 
g) Situs. 
Situs merupakan posisi atau letak objek terhadap objek lain di 
sekitarnya. 
h) Asosiasi. 
Asosiasi merupakan keterkaitan suatu objek dengan objek lainnya. 
Sebagai contoh, pantai berasosiasi di dataran rendah. 
7. Citra SPOT 7 
Satelit SPOT 7 diluncurkan di Satish Dhawan Space Center, India, 
Satelit pada tanggal 30 Juni 2014, menggunakan roket pengangkut Polar 
Satellite Launch Vehicle (PSLV) C23.. Satelit SPOT 7 menggunakan sensor 
bernama New AstroSat Optical Modular Instrument (NAOMI) yang dirancang 
dan dikembangkan oleh perusahaan Astrium SAS (nama perusahaan sebelum 
menjadi Airbus Defence & Space). 
Beberapa versi dari sensor NAOMI dikembangkan, mulai dari Ground 
Sample Distance (GSD) atau resolusi spasial 2.5 meter hingga 1.5 meter, 
dengan lebar cakupan perekaman dari 10 km sampai 60 km. Semuanya 
didasarkan pada konsep teleskop yang sama, yang mengimplementasikan satu 
atau beberapa unit bidang fokus dalam kamera yang sama, dan bahkan dua 
kamera dalam satu instrument yang sama, seperti yang dilakukan pada satelit 
SPOT 6 dan SPOT 7. Secara Singkat citra SPOT 7 memilki karakteristik 
seperti pada Tabel 1.6 di bawah. 
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Tabel 1.6 Karakteristik Citra SPOT 7 
 
  (Sumber : https://mapvisionindo.com/citra-satelit-spot-7/) 
Citra Satelit SPOT 7 dengan resolusi spasial mencapai 1.5 meter dalam 
posisi nadir, termasuk dalam kategori citra dengan resolusi spasial sangat 
tinggi. Dengan tampilan yang cukup detail disertai cakupan rekaman yang 
luas (mencapai lebar 60 km), Citra Satelit SPOT 7 tersedia 
selalu update untuk seluruh wilayah Indonesia dan dunia dan memberikan 
manfaat yang besar di berbagai bidang seperti bidang pertanian, pertambangan 
dan energi, kehutanan maupun bidan perencanaan dan pembangunan wilayah.  
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8. Penelitian Sebelumnya 
a. Driananta Pradiptiyas, Abdu Fadli Assomadi dan Rahmat Boedisantoso 
(2011). 
Penelitian yang dilakukan oleh Driananta Pradiptiyas, dkk berjudul 
“Analisis Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Penyerap Emisi CO2 
di Perkotaan Menggunakan Program Stella” dilakukan pada tahun 2011 
dengan wilayah kajian Surabaya bagian utara dan timur. Data Primer yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah sampel RTH eksisting di Surabaya 
Utara dan Timur, meliputi jenis pohon pelindung, jumlah tiap jenis pohon 
pelindung dan diameter tajuk rata-rata tiap jenis pohoh pelindung. Data 
primer berupa lokasi dan luas RTH eksisting di Surabaya Utara dan Timur, 
peta administrasi, peta jalan, peta RTRW Kota Surabaya, jumlah KK per 
kecamatan di Surabaya Utara dan Timur Tahun 2010 dan data hasil survey 
jumlah kendaraan tiap jalan di Kota  Surabaya tahun 2010.  
Data sekunder (jumlah KK, hasil survey jumlah kendaraan) dan 
referensi hasil penelitian terdahulu digunakan untuk perhitungan ulang 
emisi CO2. Perhitungan daya serap CO2 RTH eksisting menggunakan 
program stella yang merupakan pemodelan berbasis flow chart. kemudian 
dilakukan pemetaan daya serap CO2 dan emisi total CO2 menggunakan 
Autocad. Lalu, dilakukan upaya peningkatan daya serap CO2 RTH yang 
terbagi menjadi dua skenario yaitu skenario I dengan mengoptimalkan luas 
pohon pelindung, skenario II dengan merekomendasikan RTH Publik yang 
belum dikelola oleh DKP Kota Surabaya dan menambah RTH baru di 
lahan yang tersedia untuk RTH menggunakan program stella. 
b. Achmad Mukafi (2013). 
Penelitian pada skripsi yang dilakukan oleh Achmad Mukafi tahun 
2013 berjudul “Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota 
Kudus”, metode pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan 
obsevasi langsung ke lapangan dengan teknik visualisasi dilakukan guna 
mendapatkan gambaran mengenai lokasi studi secara nyata sehingga 
mendukung data-data hasil observasi. Sedangkan data skunder diperoleh 
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dengan melakukan survey instansional guna mendapatkan data taman 
kota, hutan kota, rencana detail tata ruang (RDTR), data peta-peta 
administrasi  serta laporan akhir rencana ruang terbuka hijau Kota Kudus. 
Data-data yang telah diperoleh dilakukan analisis menggunakan metode 
diskriptif kualitatif guna memperoleh penjelasan secara terperinci dari 
data-data yang telah diperoleh 
c. Ariev Budiman, Bambang Sulistyantara, Alinda FM Zain (2014). 
Penelitian yang dilakukan Ariev Budiman, dkk (2014) berjudul 
“Deteksi Perubahan Ruang Terbuka Hijau pada 5 Kota Besar di Pulau 
Jawa (Studi Kasus : DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota 
Jogjakarta, dan Kota Surabaya)” dilakukan mulai bulan maret 2013 hingga 
april 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mula-mula 
menentukan lokasi penelitian didasarkan kepada jumlah penduduk yang 
memenuhi syarat sebagai kota besar berdasarkan parameter menurut 
Doxiadis (1968) yang menyatakan bahwa syarat utama kota besar adalah 
memiliki jumlah penduduk lebih dari 300.000 jiwa, lalu melakukan 
deteksi perubahan RTH dengan melihat pola perkembangan kota sesuai 
dengan teori (Alonso, 1998) mengenai teori perkembangan kota dan juga 
dilihat dari perubahan luas RTH.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra SPOT 7 
yang kemudian dilakukan pengolahan unsupervised classification 
(klasifikasi tak terbimbing) dengan iso cluster sebanyak 6 cluster, 
selanjutnya dianalasis dengan menggunakan tool extension yang bernama 
maximum likelihood classification yang akan menghasilkan peta 
landcover. Hasil dari pengolahan citra tersebut lalu dilakukan proses 
validasi menggunakan data hasil survei lapangan yang telah dilakukan 
pada 30 titik sampel, hasil yang diperoleh memiliki tingkat akurasi hingga 
90%. Hasil dari pengolahan data diperoleh hasil peta dengan 6 macam 
landcover berbeda yaitu 1) pohon, 2) lahan pertanian, semak, rumput dan 
sawah 3) lahan perkotaan (perumahan dan perdagangan), 4) lahan industri, 
5) lahan terbuka dan 6) badan air (sungai, waduk/situ). Berdasar pada hasil 
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peta tersebut dapat dideteksi perubahan RTH berdasarkan visualitas (pola 
perubahannya) maupun kuantitas (perubahan luasan RTH). 
d. Syamsul Rijal (2017). 
Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Rijal berjudul “Kebutuhan 
Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar Tahun 2017”, dilakukan sejak 
bulan mei hingga oktober 2007. Data primer dan skunder pada penelitian 
ini dilakukan dengan melakukan survey lapangan secara langsung. Data 
atau informasi yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan penutup 
lahan Kota Makassar berdasar pada citra ikonos dan visualisasi google 
earth. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis lebih lanjut dengan 
mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya jumlah penduduk, sarana 
dan prasarana yang ada, ketersediaan lahan dan arah perkembangan kota 
(RTRW Kota Makassar). 
Penentuan kebutuhan luasan ruang terbuka hijau mulai tahun 2007 
hingga 2017 dapat dihitung  dengan menggunakan pendekatan ekologis 
dan bunga berganda. Metode bunga berganda merupakan salah satu 
metode yang dipergunakan untuk memprediksi perkembangan penduduk 
dengan rumus Pt = P0 ( 1 + r ) t,  dimana Pt adalah penduduk tahun t,  P0 
penduduk tahun awal/dasar, r meerupakan rasio pertumbuhan penduduk 
dan t adalah satuan waktu yang digunakan (tahun). Pendekatan ekologis 
ini berdasar pada kemampuan tumbuhan hijau dalam menyerap atau 
menetralisir CO2 yang dihasilkan oleh manusia. 
Guna mengetahui apakah perbedaan dan persamaan penelitian 
penulis dengan penelitian lain dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut. 
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Tabel 1.7 Penelitian Sebelumnya 
Nama Judul Tujuan Metode Hasil Persamaan Perbedaan 
Driananta 
Pradiptiyas, Abdu 
Fadli Assomadi dan 
Rahmat 
Boedisantoso (2011) 
 
Analisis 
Kecukupan Ruang 
Terbuka Hijau 
Sebagai Penyerap 
Emisi CO2 di 
Perkotaan 
Menggunakan 
Program Stella 
• Menganalisis 
kemampuan RTH 
eksisting dalam 
menyerap emisi CO2 
dari kegiatan 
transportasi, industri, 
dan permukiman di 
wilayah Surabaya 
Utara dan Timur. 
• Memetakan emisi 
CO2 yang dihasilkan 
dan kemampuan daya 
serap CO2 RTH 
eksisting di wilayah 
Surabaya Utara dan 
Timur. 
• Menganalisis 
kemampuan 
penyerapan CO2 
setelah dilakukan 
upaya peningkatan 
daya serap CO2 oleh 
RTH. 
Metode yang 
digunakan adalah 
menggunakan 
program stella yang 
berbasis flow chart, 
lalu dilakukan upaya 
peningkatan 
penyerapan CO2 
menggunakan 2 
skenario berbeda. 
Skenario I dengan 
mengoptimalkan 
luas pohon 
pelindung, skenario 
II dengan 
merekomendasikan 
RTH Publik yang 
belum dikelola oleh 
DKP Kota Surabaya 
dan menambah RTH 
baru di lahan yang 
tersedia untuk RTH. 
• Kemampuan RTH 
eksisting dalam 
menyerap emisi 
CO2. 
• Peta kemampuan 
penyerapan CO2 
RTH eksisting dan 
total emisi CO2. 
• Kemampuan RTH 
dalam menyerap 
CO2 setelah upaya 
peningkatan daya 
serap CO2. 
 
• Memberikan 
rekomendasi RTH 
kepada pemerintah 
terkait. 
• Metode yang 
digunakan berbeda 
serta sasaran 
penelitian yang juga 
berbeda dimana 
dalam penelitian ini 
guna mengetahuan 
kemampuan 
penyerapan CO2. 
Achmad Mukafi 
(2013) 
 
Tingkat 
Ketersediaan 
Ruang Terbuka 
Hijau Publik di 
Kota Kudus 
- Untuk mengetahui 
berapa luasan 
ruang terbuka 
hijau publik di 
Kota Kudus sesuai 
dengan tuntutan 
Undang-undang 
No. 26 Tahun 
2007. 
- Untuk mengetahui 
apa saja potensi 
ruang terbuka 
hijau publik yung 
Metode yang 
digunakan adalah 
diskripsi kualitatif 
dengan melakukan 
perhitungan luas 
wilayah serta jumlah 
penduduknya. 
• Adanya perbedaan 
luas RTH antara 
data sekunder 
dengan data 
eksisting yang 
memiliki selisih 
2,83% lebih besar 
dari data sekunder. 
• Luas RTH kota 
kudus yang masih di 
bawah standar 
minimal 
 
• Tujuan penelitian 
guna mengetahui 
luasan RTH yang 
tersedia. 
• Melakukan 
perbandingan luas 
RTH dengan luas 
wilayah. 
• Metode penelitian 
yang 
membandingkan 
luas RTH dengan 
jumlah penduduk 
pada suatu area. 
• Tujuan penelitian 
guna mengetahui 
potensi RTH publik. 
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tersedia di Kota 
Kudus. 
Ariev Budiman, 
Bambang 
Sulistyantara, Alinda 
FM Zain (2014) 
Deteksi 
Perubahan Ruang 
Terbuka Hijau 
pada 5 Kota Besar 
di Pulau Jawa 
(Studi Kasus : 
DKI Jakarta, Kota 
Bandung, Kota 
Semarang, Kota 
Jogjakarta, dan 
Kota Surabaya) 
Mendeteksi 
perubahan ruang 
terbuka hijau di lima 
kota besar di Pulau 
Jawa: DKI Jakarta, 
Kota Bandung, Kota 
Semarang, Kota 
Yogyakarta, dan 
Kota Surabaya. 
 
Metode yang 
digunakan adalah 
menggunakan 
analisis citra SPOT 
7 yang di 
kompositkan true 
colour lalu di 
lakukan klasifikasi 
unsupervised 
classification, 
setelah itu dilakukan 
analisis  maximum 
likelihood 
classification. 
Peta perubahan 
ruang terbuka hijau 
di lima kota besar di 
Pulau Jawa: DKI 
Jakarta, Kota 
Bandung, Kota 
Semarang, Kota 
Yogyakarta, dan 
Kota Surabaya. 
• Memanfaatkan 
citra penginderaan 
jauh dalam 
pegumpulan data 
sekunder. 
 
• Tujuan penelitian 
untuk mendeteksi 
perubahaan RTH. 
• Lokasi penelitian 
ini pada 5 kota besar 
yakni DKI Jakarta, 
Bandung, Semarang, 
Jogjakarta serta 
Surabaya sedangkan 
lokasi penelitian 
penulis hanya di 
Kota Klaten. 
Syamsul Rijal 
(2017) 
 
Kebutuhan Ruang 
Terbuka Hijau di 
Kota Makassar 
Tahun 2017 
Mendeteksi dan 
mengidentifikasi 
kebutuhan ruang 
terbuka hijau di Kota 
Makassar 2007 hingga 
2017. 
Metode yang 
digunakan adalah 
dengan 
membandingkan 
tampilan RTH 
berdasar citra Ikonos 
dan visualisai google 
earth yang 
kemudian di validasi  
mempertimbangkan 
beberapa aspek 
diantaranya jumlah 
penduduk, sarana 
dan prasarana yang 
ada, ketersediaan 
lahan dan arah 
perkembangan kota 
(RTRW Kota 
Makassar) 
Data kebutuhan 
RTH di Kota 
Makassar tahun 
2007 hingga 2017 
serta menemukan 
cara untuk 
mengembangkan 
RTH. 
• Menggunakan citra 
sebagai pengumpul 
data sekunder. 
• Membandingkan 
luas RTH dengan 
aspek luas wilayah. 
• Citra yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
Ikonos. 
• Pembanding luas 
RTH dengan banyak 
asperk seperti 
jumlah penduduk, 
ketersediaan lahan 
serta RTRW Kota 
Makasar. 
42 
 
Krisna Amanda 
Putri (2020) * 
Ketersediaan 
Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) 
Publik di Kota 
Klaten dan 
Kesesuaiannya 
dengan RTRW 
 Mengetahui 
luas ruang 
terbuka hijau 
publik yang ada 
di Kota Klaten. 
 Mengevaluasi 
ketersediaan ruang 
terbuka hijau publik 
di Kota Klaten. 
 Mengetahui 
keterkaitan RTH 
publik denagan 
RTRW Kota Klaten. 
 
Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
dengan survei 
lapangan sesuai 
dengan sampling 
yang telah 
ditentukan, lalu 
melakukan re-
interpretasi agihan 
RTH publik, 
menghitung luas 
RTH publik 
dibandingkan 
dengan UU no 26 
tahun 2007. Tahap 
akhir yang dilakukan 
adalah melakukan 
overlay dengan 
RTRW Kota Klaten 
guna mengetahui 
kesesuaiannya. 
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1.6    Kerangka Penelitian 
Ruang terbuka hijau dalam dalam suatu lingkungan sangat penting 
keberadaanya karena dapat memberikan manfaat banyak bagi lingkungan 
tersebut. Beberapa manfaat ruang terbuka hijau bagi lingkungan antara lain 
sebagai penyerap karbon dioksida di udara, sebagai penyerap air hujan, 
penghasil oksigen, dan juga memberi nilai estetika bagi lingkungan tersebut. 
Ada beberapa jenis RTH berdasarkan Permen PU No. 5 Tahun 2008 salah 
satunya adalah ruang terbuka berdasarkan pada kepemilikannya yaitu ruang 
terbuka hijau publik. Ruang terbuka hijau publik merupakan RTH yang 
dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan 
untuk kepentingan masyarakat secara umum (Permen PU No. 5 Tahun 2008). 
Ruang terbuka hijau yang termasuk dalam kategori RTH publik yaitu 
taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan, hutan kota, sabuk 
hijau, pulau jalan dan median jalan, jalur pejalan kaki, ruang di bawah jalan 
layang, RTH sempadan rel KA, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, 
RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH pengamanan sumber air 
baku/mata air serta pemakaman. Sesuai dengan undang-undang nomor 26 
tahun 2007 tentang penataan ruang, luas RTH minimal adalah 30% dari total 
luas area yang terdiri dari  20%  ruang  terbuka  hijau  publik  dan  10% ruang  
terbuka  hijau  privat. Apabila suatu kota telah memiliki luas RTH yang sesuai 
atau melebihi luas minimal yang ditentukan maka kondisi tersebut harus 
dipertahankan, namun jika masih belum sesuai dengan aturan minimal maka 
dapat dilakukan penambahan RTH secara bertahap. Salah satu cara yang dapat 
digunakan untuk mengetahui luasan RTH disuatu kota adalah dengan 
memanfaatkan penginderaan jauh. 
Penginderaan jauh dengan memanfaatkan citra resolusi tinggi seperti citra 
SPOT 7 sangat cocok digunakan guna mengetahui luasan RTH yang ada 
dalam suatu wilayah karena dapat mempermudah dalam menjangkau lokasi 
kajian serta menghemat waktu dan biaya. Sedangkan citra SPOT 7 yang 
dihasilkan oleh google earth memiliki resolusi spasial rata-rata 15 meter. 
Resolusi spasial yang tinggi pada citra SPOT 7 memungkinkan kita untuk 
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mengetahui objek-objek yang terekam dengan lebih jelas dan detail. Langkah-
langkah yang dapat dilakukan guna mengetahui sebaran atau agihan serta luas 
RTH menggunakan citra SPOT 7 ini adalah dengan melakukan digitisasi 
objek yang termasuk dalam RTH sesuai dengan aturan Permen PU No. 5 
tahun 2008. 
Data yang telah didapat berupa sebaran RTH publik dapat digunakan 
sebagai acuan dalam memvalidasi data dengan cara survey lapangan. Data 
yang telah divalidasi dapat dilakukan perhitungan luas dan ditampalkan 
dengan peta RTRW sehingga dapat diketahui RTH yang tersedia sudah 
memenuhi dan sesuai lokasinya dengan aturan yang berlaku atau tidak. 
Apabila luas RTH publik yang tersedia masih belum memenuhi aturan luas 
RTH minimal yang telah ditetapkan maka dengan data ini pula pemeriantah 
terkait dapat melakukan evaluasi dan juga memberikan informasi mengenai 
tingkat kesesuaian RTH publik dengan RTRW yang berlaku. 
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1.7   Batasan Operasional 
Citra SPOT 7 merupakan salah satu citra resolusi tinggi miliki Prancis yang 
dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang 
(https://mapvisionindo.com/citra-satelit-spot-7/). 
Kota Klaten terdiri atas Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten 
Selatan (PERDA Kabupaten Klaten No. 11 Tahun 2011) 
Kota merupakan pusat permukiman, kegiatan penduduk maupun 
pemerintahan yang memiliki batasan wilayah administrasi yang 
telah diatur dalam peraturan perudangan serta permukiman yang 
telah memperlihatkan ciri kekotaan.  
Penginderaan Jauh merupakan suatu ilmu dan seni untuk memperoleh 
informasi mengenai suatu objek, daerah ataupun suatu gejala 
dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan 
menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, 
atau gejala yang sedang diamati (Lillesand dan Kiefer, 1990). 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten merupakan rencana tata 
ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, hal ini 
merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, yang juga berisi 
kebijakan, tujuan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana 
struktur ruang wilayah kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah 
kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis 
kota, serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota 
(Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007). 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu area memanjang/jalur dan atau 
mengelompok. Penggunaan RTH lebih bersifat terbuka, sebagai 
tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun 
yang sengaja ditanam (Permen PU No. 5 Tahun 2008). 
Ruang Terbuka Hijau Privat merupakan RTH milik/dikelola oleh institusi 
tertentu atau perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan 
terbatas biasanya berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik 
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masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan (Permen PU No. 5 
Tahun 2008). 
Ruang Terbuka Hijau Publik, merupakan RTH yang dimiliki serta dikelola 
oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang difungsikan untuk 
kepentingan masyarakat secara umum (Permen PU No. 5 Tahun 
2008). 
Ruang Terbuka merupakan ruang di dalam suatu kota atau wilayah yang 
lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk 
area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat 
terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri 
dari ruang terbuka hijau serta ruang terbuka non hijau (Permen PU 
No. 5 Tahun 2008). 
Ruang Terbuka Non Hijau merupakan suatu ruang terbuka di wilayah 
perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH. Ruang 
terbuka non hijau biasanya berupa lahan yang diperkeras maupun 
yang berupa badan air (Permen PU No. 5 Tahun 2008). 
Sabuk Hijau (greenbelt) merupakan salah satu jenis RTH yang memiliki 
fungsi utama guna membatasi perkembangan suatu penggunaan 
lahan maupun membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya 
agar tidak saling mengganggu (Permen PU No. 5 Tahun 2008). 
Sistem Informasi Geografis merupakan suatu jenis perangkat lunak yang 
dapat digunakan untuk memasukkan, mengolah, menampilkan, 
memanipulasi, dan meghasilkan output informasi beserta atribut-
atributnya (Prahasta, 2009). 
Tanggul merupakan suatu bangunan yang berguna sebagai pengendali sungai 
yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk 
melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai 
(Permen PU No. 5 Tahun 2008). 
Vegetasi atau Tumbuhan merupakan keseluruhan tetumbuhan yang ada pada 
suatu kawasan baik berasal dari kawasan tersebut maupun 
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didatangkan dari luar, baik berupa pohon, perdu, semak, dan 
rumput (Permen PU No. 5 Tahun 2008) . 
 
 
 
 
 
